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Kewenangan KPK Untuk Melakukan Penyitaan Terhadap
Barang Bukti Yang Diduga Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang
Yang Tindak Pidana Asalnya Bukan Berasal Dari Tindsk Pidana

Korupsi.
Mella Sumika Putn dan | T:tjudi]T:
Abstrak

Komisi Pemberantasan Kompsi merupakan lembaga vang memilila kewznangan
berdasarkan Undang Undang wok miclakukan penyelidikin, penyidikan dan
perunturtan findak pidani korupsi, Delum perkembangannya, terdapat perluasan
kewenangan KPE yasg tidek hanya terbatas pada indak pudana kowups: senala
garnut emesuki ranah tindak prdana pencucian uang. Fenelitian inl hanya akan
merbatasi mengenai persbahan dalam hukum acara pidana Khususnya pada
tindakan penyitaan yang dilakukan oleh KPK. Proses pembuktan dalany kasus-
leasus tindak pidsna pencucian vang dengan tindak pidana asal berupa Kompsi
banvak menmbulkan polemik khususnya meagenai penyitaan yang dilakukan
oleh KPK. Yang menimbulkan permasalahan adalali ncugena keabsahan
kewenangan KPK untuk melakukan penvitaan termadap barang bukti erdakwa
vang diduga bukan dari tindak pidana korupsi akan tetopi termasuk dalam tindak
pidana pencucian uang, dun bapanana akibat hukumrva jika melibatkan pihak
ketiza vane beritikad baik

Kata Kunei  : Barang Bukii, KPK, Korupsi, Peayitian, TPFU

PENDANULUAN

Perkembangan tindak pidsna korups: sawt mi di Indonesia semakin
menekhawalirkan. Kuanatas maupun kualitas dan tindak pidana korupsi juga
soimakic memngkat baik darn jumlah pelaku yang tetanglkap maupiin Jumilaly dana
yang dikorunsi. Pade tahun 2013 terdapat beberapa kasus yang menank perhiatian

masyarakat karena jumlah dana vang dikorupsi serta kapasias pelaku tindak
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